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Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum

No Daftar Informasi Halaman
1 | Surat Undangan 2
2 | Bahan Paparan 5
3 | Dokumentasi Kegiatan 26
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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG
JALAN PERTANIAN SUNGAI LAREH, KELURAHAN LUBUK MINTURUN, PADANG 25175
TELEPON (0751) 497052, FAKSIMILE (0751) 497053
LAMAN www.kkp.qgo.id SUREL bpripadang@kkp.go.id

Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026 7 Mei 2026
Sifat : Biasa

Lampiran : Sangat Segera

Hal : Undangan Sosialisasi KKPRL

Yth. (daftar terlampir)

Berkenaan dengan Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dalam pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), bersama ini kami mengundang

Bapak/Ibu untuk menghadiri sosialisasi yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal :Jum’at, 8 Mei 2026
waktu : pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
tempat : Melalui Zoom Meeting
Meeting ID: 842 5302 9108 Passcode : 516197
acara : Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL

Informasi lebih lanjut dan konfirmasi kehadiran kami menunjuk Sdr. Harun
Kurniawan (0811-6837-778) sebagai narahubung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/lIbu kami ucapkan

terima kasih.

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,

. i . Ditandatangani
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Rahmat Irfansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara


http://www.kkp.go.id/
mailto:bprlpadang@kkp.go.id
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Lampiran

Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026

Tanggal : 7 Mei 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo;

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Aceh;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Aceh

Singkil;

BAPPEDA Kab. Pidie Jaya;

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Aceh Singkil;

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kab. Pidie Jaya;

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Aceh Singkil
Badan Usaha Milik Desa Balai Jaya;

Nago Resort;

. Floating Surf Resort;
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Banyak Surf and Villas;
Banyak Surf Resort;
Diamond Resort;
Dennys Surf Camp;
Sdr. Avis Senna; dan

Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut Lainnya di Wilayah Kab. Aceh Singkil.

Kepala Balai Penataan Ruang
Laut Padang,

. Ditandatangani
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Lampiran

Nomor : B.384/BPRL.1/TU.330/V/2026

Tanggal : 7 Mei 2026

Rundown Kegiatan

Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan KKPRL

7 Mei 2026
Waktu (WIB) Kegiatan Keterangan
14.00 - 14.05 | Pembukaan MC
Dr. Rahmat
Irfansyah, M.Si
14.05 — 14.20 | Sambutan (Kepala Balai
Penataan Ruang
Laut Padang)
14.20 - 14.30 | Pengantar Diskusi Moderator
Sosialisasi dan Pelayanan Asistensi Perizinan Kris Handoko
14.30 — 15.30 KKPRL berdasarkan Peraturan Menteri (Pengelola
' ' Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Ekosistem Laut dan
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut | Pesisir Ahli Madya)
15.30 — 15.50 | Diskusi dan Tanya Jawab Moderator
15.50 — 16.00 | Penutupan MC

Kepala Balai Penataan Ruang

Laut Padang,

. . Ditandatangani
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Rahmat Irfansyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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KELAUTAN DAN
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Sosialisasi Penyelenggaraan ]
Kesesuaian Kegiatan . =

Pemanfaatan Ruang Laut
(KKPRL)

08 Mei 2026
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PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN KOLABORASI UNTUK
RUANG LAUT BERKELANJUTAN DAN PENGAWASAN LAUT BERKELANJUTAN
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PERIKANAN #KKPRL2026

( ’ KEMENTERIAN EKONOMI BIRU |
* KELAUTAN DAN —\7026 " INDONESIA EMAS w\ O§

Layanan KKPRL BPRPL Padang “SAPA KAMI —Sarana
Panduan dan Konsultasi Mitra KKPRL Pemerintah Hadir
Onsite atau Online, Investasi Mengalir, Ruang Laut Terjaga.

-ayanan Pra Pendaftaran berupa:

1. Pendampingan /Asistensi /Konsultasi
KKPRL

2. ldentifikasi Lapangan

s 4
1. Pendaftaran KKPRL melalui OSS/E-SEA
2. Verifikasi Lapangan

KONSULTASI ONLINE MUDAH TERPERCAY»

>
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PENATAAN RUANG LAUT

“Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi Kegiatan

Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan,
dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
pengelolaan tata ruang pada setiap aspek Perencanaan Ruang Laut, Pemanfaatan

(UU 6/2023 Pasal 19 angka 3 Pasal 42 ayat (2)) Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut’

UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014

{10 Materi Teknis RTRRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sk sl e =

PERENCANAAN untuk diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi,
RUANG LAUT dan RTR KSN.

2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT.

UU No 32 Tahun 2014

tentang Kelautan

UU No 6 Tahun 2023

tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja PEMANFAATAN j\eses sian tegiatan Remantagien Ruapa Lauk (GRER.)

RUANG LAUT yang meliputi Persetujuan KKPRL

PP No 21 Tahun 2021 dan Konfirmasi KKPRL.

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Penilaian pelaksanaan KKPRL
PP No 28 Tahun 2025 PENGENDALIAN 2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PEMANFAATAN 3. Pemberian Insentif atau Disinsentif
RUANG 4. Pengenaan Sanksi
Peraturan Menteri KP No 28 Tahun 2021 5.

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut ’ A\
I

0@o Keputusan Direktur Jenderal PRL No 50 Tahun 2023 [[eno/bess . PEMBINAAN . Peningkatan Kualitas dan Efektifitas
"‘ tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan KKPRL - 5 7  PEMANFAATAN 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 4 A N
: R " RUANG LAUT Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut AN A ¢ !.‘ LD
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POVERTY GROWTH

PEMANFAATAN RUANG LAUT

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan
Pesisir wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut dari Pemerintah Pusat

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut diberikan untuk

kegiatan (UU No.6/2023, Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19)

» biofarmakologi Laut; « Kkegiatan usaha minyak dan gas

» bioteknologi Laut; bumi;

+ pemanfaatan air Laut selain <+ kegiatan usaha pertambangan
(=== BNRIG e \ mineral,
:\_o__\_N_i§z_aEei _b_a_rla_r_i;_ _____________ E « pengumpulan data dan penelitian;

+ pengangkatan benda muatan « pertahanan dan keamanan;

kapal tenggelam; « penyediaan sumber daya air;

« telekomunikasi; « Pulau buatan;

+ instalasi ketenagalistrikan; * dumping;

» perikanan; « mitigasi bencana; dan

perhubungan; » Kkegiatan pemanfaatan ruang laut
\ lainnya. J

>
LautTertata ~» BarAKHLAK
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KEMENTERIAN

cammon  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2% “misuiz s> 08

#KKPRL2026

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

TAHAPAN PERIZINAN gg@ - -
BERUSAHA =
PERSYARATAN DASAR \— PERIZINAN BERUSAHA
€ MEMULAI USAHA

Pelaku usaha wajib memenuhi 3 persyaratan dasar KESESUAIAN KEGIATAN PERSETUJUAN F PERIZINAN BERUSAHA
sebelum izin usaha diterbitkan: PEMANFAATAN RUANG > J  LINGKUNGAN > @  BERBASISRISIKO

KKPRL

:unKa:l;L/ :Rt?;st:jtr; Kegiatan Pemanfaatan 8. KEWENANGAN n. KEWENANGAN 8. KEWENANGAN

: _ @ Menteri KP : Di Ruang Laut ®  MenterilH: é /LDSEKTOR:
Persetujuan Lingkungan (PL) = @l Menteri ATR : Di Ruang Darat @A DiLaut dan Darat & * Migas
(AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai risiko) @« * Minerba
DR sy * Perikanan

PBG & SLF ' PUTEJL: s ¢ Perhubungan

(Persetujuan Bangunan Gedung dan . : . o

Sertifikat Laik Fungsi) @ Persetujuan Kesesuaian Kegiatan * Pariwisata, dll.

Pemanfaatan Ruang Laut 5- Persetujuan Lingkungan
(Persetujuan) [IKE-UFL/AMDAL) OUTPUT (RESIKO):
€) MENJALANKAN USAHA e -
Sétblah hi i @ Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan ® Rendah - NIB
el:ka merl;n Sy persg./ara SENRIAT, Pemanfaatan Ruang Laut Menengah rendah - NIB & Standar

POtivusana mengurus: (Konfirmasi) ® Menengah tinggi — NIB & Standar

Perizinan Berusaha (PB) : Diterbitkan melalui ® Tinggi - NIB & Izin

sistem OSS sesuai tingkat risiko PP 21/2021 PP 22/2021 PP 28/2021 dll

e Perizinan Pendukung (PB UMKU) : Untuk

\_ * Output diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

kegiatan tertentu yang memerlukan izin tambahan
Contoh: izin pelabuhan, budidaya laut,

: TUJUAN MANFAAT
penggunaan pulau kecil . . ’
Mewujudkan perizinan berusaha yang & Kepastian hukum bagi pelaku usaha
' efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ™ Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut

Galimn pemariaaian g la. & Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi biru

)2
LautTertata‘ //\«) ‘ BerAKHLAK

cxKOSsiIstem i1eraga Tt il AT Attt !
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KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT 2026 stz e 08

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut memastikan setiap kegiatan dilakukan

secara tepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum oleh pihak yang berwenang.

PERSETUJUAN KKPRL

Diberikan untuk kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang
laut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: . : - <
NON BERUSAHA - PERSETUJUAN KKPRL ! PERSETUJUAN KKPRL ' KONFIRMASI KKPRL PERSETUJUAN KKPRL***

Kesesuaian Kegiatan dilaksanakan melalui
513 Pemanfaatan RuanglLaut -------cccecr—cce--
(KKPRL) o KONFIRMASI KKPRL
? Diberikan untuk kegiatan yang sesuai namun belum
@ memerlukan persetujuan penuh.
SUBJEK HUKUM
: \
: m Pemerintah Pusat/Daerah* ottt g
; « 2+ Masyarakat Lokal dan
KEGIATAN . Pelaku Usaha : . " : . . rﬁ (R Masyarakat Tradisional**
: Strategis Nasional Non Strategis Nasional
BERUSAHA . PERSETUJUAN KKPRL @ @ @
i . y

KETERANGAN

* Kegiatan oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

merupakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD

** Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan
pemanfaatan ruang laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

*** Diberikan Insentif nonfiskal berupa Fasilitasi Persetujuan KKPRL
secara komunal

©

Menjamin kepastian
hukum bagi semua
pelaku kegiatan

Em

Rt
R e d

-~

Mendukung pemanfaatan
ruang laut yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan

(ﬂ
il

Memberi keadilan akses Mendorong investasi dan
bagi masyarakat lokal dan pertumbuhan ekonomi
tradisional biru Indonesia

Laut Tertata ~ BerAKHLAK

lerj: 1ga

Devorectial Mty eran fartabed § amguter
e rrueds L oged Adngrv! S M et




TAHAPAN PERIZINAN KKPRL 2005 st s 08

1 PENDAFTARAN 2 PENILAIAN 3 PENERBITAN TERBIT

*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
*Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Laut Tertata =o) BerAKHLAK)

Berorienosi Falayonon Adkurtoel Kompeton
Hamonis Loyol Asaptll Colobiorotit



&) PENDAFTARAN PERSETUJUAN KKPRL PADA 0SS 23 asun = Q8

KEGIATAN BERUSAHA

Pendaftaran PKKPRL untuk Kegiatan Berusaha dilakukan dengan menyampaikan
permohonan melalui Sistem OSS dilengkapi dengan persyaratan:

persyar
@ Perizinan Berusaha
Jenis Data Teknis/Dokumen Isian Data Teknis/Unggah Dokumen
1. Dat
Bidan Pilih dokumen
Pilih Dokumen
3. Data Bangunan
g ersyara
Pilih dokumen
@ Pilih Dokumen
Data Lokasi Usah
Q
aaaaaaaaa
Pilih dokumen
B @ Pilih Dokumen
v lua
Laut
Menetap
Pilih dokumen
@ Pilih Dokumen
< EE————————
Catata
toutTertata =~  BerAKHLAK
Barorienosl Palayonon Akurt ool Kompet on

" oo
famonis Loyol Asapthl Colobiorotif

Format Dokumen Persyaratan
dapat diunduh pada
http://bit.ly/format_ PKKPRLaut




PENDAFTARAN KONFIRMASI KKPRL PADA E-SEA 2% sistanim == 08

Pendaftaran Persetujuan KKPRL untuk Kegiatan Nonberusaha atau Konfirmasi dilakukan oleh Pemohon
dengan menyampaikan permohonan melalui sistem elektronik KKP dilengkapi dengan dokumen persyaratan

v sseser e s s = o-SEA https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies DhTdiK/view Hi coba@mail.com | €

Sistem Elektronik

Perizinan KKPRL

APP APE > PERMOHONAN > FORM

Tentang E-SEA G:D Dashboard J
aarestte, S E S X et S et Mo rafenserg didiacea Formulir Pendaftaran Dokumen
I e- ‘\ S alar £ W) ORI TiELS (o NN O KO N

4 NV AT IML @
. Permohonan W
Surat Permohonan Perizinan Non chooseFile | No.en

https://e-sea.kkp.go.id/ Pemerinta Berusaha

*Ukuran File mMaksimal SME

Swasta
1. iggarfj ::r:ea:mOhonan S profi Koordinat Choose File = No.en
2. *Ukuran File Maksimal SMEB
3. Rencana Bangunan dan Instalasi di R
= anduan

Laut . Rencana Bangunan dan Instalasi di Choose File ~ No..en
4. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut Laut e e etk e e
5. Data Kondisi Terkini Lokasi dan

Sekitarnya (Ekosistem, Hidrografi, Rencana Kegiatan

dan Oseanograﬁ) Dokumen dasar berupa kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan usaha
6' Persyaratan Lalnnya . Kegiatan eksisting yang dimohonkan
/. Persyaratan Reklamasi

Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya

Laut Tertata =) BerAKHLAK)

Berorienosi Falayonon Adkurtoel Kompeton
Hamonis Loyol Asaptll Colobiorotit



https://drive.google.com/file/d/104BmG3jAfEqz4xjQeBHevZies_DhTdiK/view

m PSENENY  SKQhSNI SRy g Q§

---------------

N
‘ 527" PIPA DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT
» TAMBAHAN e
e =)
BA JALUR GELAR
Q Dalam hal KKPRL yang dimohonkan merupakan Q Dokumen pendaftaran KKPRL _
kebijakan nasional yang bersifat strategis dan ditambahkan dengan %
dibiayai dengan APBN dan/atau APBD yang BA Jalur Gelar, sesuai o
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Kepmen KP 77/2024 O
Pemerintah Daerah, berupa: 3
5 o
A N
o susst Begmohcnan FASILITASI MASYARAKAT LOKAL
' Pengenaan Tarif Rp 0,00
s (Nol Rupiah) @ Dokumen pendaftaran KKPRL REKOMENDASI
s ditambahkan dengan o
A Bukti Penggunaan APBN/APBD rekomendasi dari direktorat £
. yang menyelenggarakan
Q untuk F?emohon dari tugas teknis di bidang
Instansi Pusat/Daerah pendayagunaan pesisir
.. dan pulau-pulau kecil o
TUJUAN MANFAAT :
Mendukung percepatan investasi strategis nasional, e B
@ infrastruktur kelautan, dan pemberdayaan L Prosss lebih cepat @ Kepastian hukum /i/i Mendukung investast .; :::,m:mb:,::;;: ’ Pengelolaan ruang laut
masyaraka t pesisir sacara berkelanjutan. dan efisien dan transparansi strategis nasional . masyarakat lokal yang berkelanjutan

>
LaUt Tertata‘ —\‘T) BerAKHLAK Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

Dar e wrden. P v on Aartael {arspeten
HortTrarts (apel ALt AGLLT v



PROSES BISNIS KKPRL 2026 =onomerues pugnty 08
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 .
@ \

PEMANFAATAN RUANG LAUT « Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh K/L terkait kepada

KKP paling lama 5 Hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi atau pertimbangan

Perikanan & Budidaya + Apabila melewati jangka waktu, tahapan penilaian dilakukan tanpa rekomendasi atau
' pertimbangan
» Tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan )
15 Hari Kerja 5 Hari Kerja
@ Rekomendasi/pertimbangan dapat
: diperlukan dari K/L lain sesuai g 2
E@ﬁ < L2 > @ < 5 ) jenis kegiatan, antara lain: ADERISAgER patLD Pl
: —_— ¥ - + Kementerian ESDM terlampaul, persetujuan
» Kementerian Perhubungan =/ KKPRL diterbitian secara
REKOMENDASI MEMERLUKAN : S otomatis oleh Sistem OSS
KEMENHUT REKOMENDASI * Kementerian Pariwisata
> K/L TERKAIT A
Apabila terdapat kegiatan yang memanfaatkan ruang laut di . e J
Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam 7 hari kalender tiap SPS
20 Hari Kerja 2 Hari Kerja (maks 3 kali SPS) 6 Hari Kerja
o l . [ -
@ A P AP
: 2
[ S
PEMERIKSAAN PENILAIAN PENERBITAN PEMBAYARAN PROSES PENERBITAN
EENDAFTARAN KEBENARAN DOKUMEN TAGIHAN (SPS) PNBP PENERBITAN PERSETUJUAN KKPRL
"Lengkap A Q
by Systom DITOLAK I V)
5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja :
& ‘ : w520 | : | W OSS
QI - @] Y |
PERBAIKAN (1) PEMERIKSAAN PERBAIKAN (2) PEMERIKSAAN PENOLAKAN
oleh Pelaku Usaha DOK PERBAIKAN oleh Pelaku Usaha DOK PERBAIKAN

DITOLAK

CONTOH KEGIATAN
‘\ PEMANFAATAN RUANG LAUT

. @ W . @ ' - MANFAAT KKPRL
, A Tata Kelola Laut Perlindungan Mendukung Investasi
. . Kepastian Hukum @ yang Teratur, @ Ekosistem Laut /[]“U/‘ dan Pertumbuhan

Pemant e
Perikanan Tangkap Energi Terbarukan Transportasi&  Pariwisata Bahari&  Pertambangan  Infrastruktur Laut  Riset & Komorvas- A Aman dan Efisien Berkelanjutan 0 Ekonomi Biry

Ruang Laut
& Budidaya (PLTB, PLTS Terapung) Alur Pelayaran Rekreasi Mineral & Pelabuhan

Laut Tertata’\” BerAKHLAK

F!O‘lbu_“ﬂ’ |Li|’ G vrmr el MU prer Abirtiins b wegwto
Lyt Mg -




; PENILAIAN PERMOHONAN PKKPRL

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

KKP .
2006 sousrem gy 08

# Pasal 125

Proses Penilaian Dokumen Permohonan
berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan
terhadap RTR dan/atau RZ.

‘ “] Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan
¥~ terhadap RTR dan/atau RZ dilakukan

o Q dengan ASAS BERJENJANG DAN

KOMPLEMENTER.

ALUR PENILAIAN

\@: = l
S| » |E_-_:l| > N 8|
SEe =w SQ (@

mengajukan dokumen lokasi terhadap kesesuaian Persetujuan
permohonan (Administrasi) RTRdan/atauRZ  lokasi kegiatan PKKPRL
PKKPRL (Berjenjang &
Komplementer)

BERDASARKAN -

TUJUAN PENILAIAN PIEAPATE KSEOEURoN
pemanfaatan ruang laut

Laut Tertata =9 BerAKHLAK)

Ekosistem Terjaga s s samte tavpmen

PENILAIAN BERJENJANG (LAYER ANALYSIS)

Melindungi ekosistem o
laut dan mencegah .0.0‘
konflik pemanfaatan

sesuai rencana tata ruang ~

Mendukung kegiatan
yang berkelanjutan dan
berkeadilan

RTRWP / RZWP-3-K

Rencana Tata Ruang Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

RTR KSN / RZ KSN

Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis Nasional

RZ KSNT

Rencana Zonasi Kawasan
Strategis Nasional Tertentu

RZ KAW

Rencana Zonasi Kawasan
Antar Wilayah

RTRWN / RTRL

Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional / Laut

N Mewujudkan kepastian
hukum dan tata kelola
ruang laut yang baik g
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e Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

e e — - —— see— — e - ~ P— — e — p— - — - P—

PROSES PENILAIAN DOKUMEN PERMOHONAN (\'J PRINSIPEENILAIAN

Dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel,

t./'

€ 7"

y 4 R
5 vy 4 TR
F SNy y . 4
&\ 4 a4y 4
/ wie o p
v'/ .

dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

==y y
Kelestarian ekosistem Keberadaan wilayah Kepentingan Hak lintas damai, hak Pemanfaatan Ruang Kebebasan untuk Keberadaan koridor
pesisir dan pulau- perlindungan situs budaya nasional lintas transit, dan hak Laut di Kawasan peletakan pipa dan/atau instalasi pipa dan/atau
pulau kecil dan fitur geomorfologi lintas alur laut kepulauan perbatasan yang dalam kabel bawah laut di kabel bawah laut yang
Laut yang unik bagi kapal asing proses perundingan wilayah yurisdiksi telah ada; dan/atau
O -0 o o O O -0 o o O O O -0
C oy 5P
i . i
b W
8 9, 10 11, 1: -—
..7.‘":_ _% m\ )
R / :
Keberadaan wilayah Kepentingan Keberadaan wilayah Perjanjian Keberadaan daerah Kebebasan untuk
perlindungan dan Masyarakat dan pertahanan dan internasional di bidang penangkapan ikan pembangunan pulau Pelaksanaan perbaikan
pelestarian biota Laut nelayan tradisional keamanan negara batas maritim tradisional berdasarkan buatan dan instalasi di atas pipa dan/atau kabel
perjanjian internasional laut di wilayah yurisdiksi bawah laut yang telah
ada
" - - - - , - - - - - -
Penilaian dilakukan berdasarkan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
K serta mengacu pada ketentuan peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan. \ % ) persetujuan atau penolakan permohonan PKKPRL.

Laut Tertata —=~2) BerAKHLAK)

I ’ s & sdh P PR o %
i—}\Ct”t’"-OfT“- ! '—'! ’!'(Ja Darewnton Noronen Aluriobel farnpeton
. M 1 Layas! AaBog s L oRaber et
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021

Proses penilaian dokumen permohonan

asssermesissnressraniassans EUNNERYINTETIITUNEIREEIE $vsveeseresssossesessssesses

(1 | O | © (4 \
‘ |
" o Kebutuhan Ruang Daya Dukung dan Pemanfaatan Ruang
X A ungsi untuk Mendukung Daya Tampung/ Laut yang
,,/ Peruntukan Zona Kepentingan Kegiatan Ketersediaan Ruang Laut TelahyA s
Kesesuaian kegiatan dengan Kecukupan dan kesesuaian Kemampuan lingkungan laut Tidak menimbulkan tumpang
rencana peruntukan ruang laut. luasan ruang laut yang dan ketersediaan ruang untuk Gricllh dlar mernetEiatikon
dibutuhkan. mendukung kegiatan. SanggURAAR ruang Yang ada
/ N 6
e Jenis Kegiatan dan Skala Usaha G 2
Teknologi Potensi Dampak
Lingkungan yang
Ditimbulkan

B <. Usahs o o yang Digunakan
T o waw Utama ‘ 2 Mlk!’o O/ O Kesesuaian teknologi
' e Kecil I dengan prinsip efisiensi, Identifikasi dan pengelolaan

o Pendukung | ® Menengah lI keberlanjutan, dan dampak' unt}Jk memastikan
e Besar . kelestarian lingkungan laut.

ramah lingkungan.

Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai » Hasil penilaian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
dengan peraturan perundangan yang berlaku. persetujuan atau penolakan permohonan PKKPRL. P
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KKPRL TARIF
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN .
 pp ietenteiestondeosiontonteniostesdienies et ity o Supen ==
: XII. PERSETUJUAN KESESUAIAN .:
Tagihan PNBP diterbitkan melalui SIMPONI (Sistem ! KECIATAN  PEMANFAATAN  RUANG }: Tagihan PNBP hanya
" " . L—.—.—.—.—.—..-.-.—.—.-.—————-—- “———————-%ﬁ
Informasi PNBP Online) Kementerian Keuangan, A Pemantanan | Ruang k|| e 00 0ooco boleh diterbitkan dari
dengan tarif berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 e e e, Satker dalam hal ini
128.595.000,00 + at er datamnat ini
227.800,00 per Sekretariat Ditjen PRL
km (di luar :
B. Pemanfaatan Ruang untuk Kabel. . kawas:an Pel'aku usaha tldak
@ Bawah Laut per izin konservasi) + .
& 7.500.000,00 diperkenankan
E per km (di . .
13 dalam kawasan menerbitkan Tagihan
% konservasi) . .
Cen 2 secara mandiri
C. Pemanfaatan Ruang untuk Pipa
: Bawah Laut , !
PRESIDEN |
REPUBLIK INDONESIA | 148.595.000.00 |
+ 2.500.000,00
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA e kﬂ:‘ﬁ;;::;
" . . . L konservasi) +
NOMOR 85 TAHUN 2021 1. Pipa Air Bersih/Air Baku per izin 7.500.000,00
l per km (di
dalam
TENTANG kawasan |
konservasi)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ~ 148.595.000,00 +
25.000.000,00
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | P s
2. Pipa Selain Air Bersih/Air Baku per izin konservasi) +
75.000.000,00
per km (di
dalam kawasan
konservasi)

Laut Tertata ~o) BerAKHLAK)

Berorienosi Falayonon Adkurtoel Kompeton
famonis Loyol Asapthl Colobiorotif
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Format Penerbitan KKPRL

F oduk Konfirmasi dan h

X ‘ s = ST rsetujuan Kesesuaian Kegiatan

Nomar B.525/MEN-KP/X/2021
HAK DAN KEWAJBAN

REPUBLIX INDONESIA LAMPYR;

AN
Nomer.  B.525/ME-KP/X/2021 . om
KOORDINAT DAN LUASAN
PETA KONFIRMAS!
KESESUAIAN RUANG LAUT Didarm palaksanaan kog stan sebagamana tercantum dalam Konfimas: Kesesualan Ruang Laut
KONFIRMAS! KESESUAIAN RUANG LAUT LINTANG (KONFIRMASI) i, pemegang Konfirmas: Kesesusien Ruang Laut beehak
MNomer: Be525/MEN-XP/X/2021 r— T T 1 & AL 07 ~ PENGEMBANGAN 1. menggunakan Korfimas! Kesesusan Ruarg Laut untuk pemenuhian persysrstan alag
Y — - PPN KEJAWANAN

pengunsan perzinm nobeusshe: dan
6747 45

: el Pogamanmy Lomiranngia 2. memantaatkan danfatau menggunaka:

uang castol kvanl, jenio kegratan, luasen, dan Jangka

" =
e s T dari 4 (empat) Bagian
Berdasarkan ketaenuan Feraturan Pemerntan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggarsan = s —= = | 7 —
Penataan Ruarg, Merter Kelautan dan Perkanan menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Rusng | 4 08° 37 B.80°BT | 643 11,14°LS | \ dan bekewalban
- 5 06" 37" 08,40° BT 6" 41'56,04°LS e 1. memperhatkan keberdanjstn kehidupen dan penghidupan Masyarakat,
5 108° 34 T / 2. memberikan skses urtuk nelayan kedl yang sudeh secara rutin melinias;
Nama Dirghnr  Joncersl  Periianan  Tangeo, Kememerian ( 3. menghomed kopantingan pirek lain yang meakukan kogiaten atau Pemantnaian Ruang &
Kalautan dan Perkanas ? 108" 34 . 6'ar 387 LS A\ sebtomym;
Pokok Waflo Pajak 001731850025000 ] 108° 34 61,60° BT 6" 43 36,26° LS 2\ 4. melnnkan segiatan seca raman lgkung
JI. Medan Merdeka Tinur No. 16 Jakarta Pusat 10110 =) 5. menyagn keestanan skowste Laut can metskukan mhabi fasi sumber dsya yang mengalsm \
Gedung Mina Babert Il Lt 12 Lun30n - 1.126,00 ha {perku sertus dua pulh delapan hektare) Aenusakan
Nomer Telepon Seluer & menfaga kelvdupan dan aur mégras ot L,
Namer TeleponFaksmB (021) 3619 520728 7 -:—«-um «wy-hr...z b m,,:., Keuh::l ;sx:‘.:‘ sl u:; i 'h;'\.nl,
Flekir: Ao 1 rovi 4 5 4 5 melibatean dan memberdayakan Masyarakat sektar lokasi keglatanisaha;
oeprbminirarmo Atk go i | revitalsandipp@gmai.com mwAw-\0-r- : | g TR 3. membongkar Bangunan dan Fitaiss| o Lk apabia mace bursku Wsh has den
Jeri Keglstan Pangemtangan  Pestuhan  Perkansn  Musar 10, kit ol sl
Kejoworan 11 ek = an ganpgusn begl pel G ans izt
Luas 112800 ha

Kamsnan, dan memgerhatian keponingan nazionat
12 menyserpehan lsporr peoehar pezinan norbensssha
13. menyampa kan laporan secarn teruis setiap § (satu) tahun kepada Menter yang pal ng secikit

Koofimmas

Kessssmian Ruang Laut I Doraku sejak tanggel dierbitkan sampsi dengsn
berakhrnys perizingn nondenssha. Dalam hal perdzcan nonbausahs sebagamana dimaksud
ek cterbmkan, maka Konfemasl Kesesuaian Ruang Laul berlaku untuk jangka wakts 2 (dua) "ol A pevess
hun sejux drartitkan SAKTYWARYL TRENGGONO RELAUBAN.DAN PERIKANAN ¢ kemajuan dakam mempercleh perset.iuan Ingkungan dan perizinan narterusaba; dan

BLIK NOONESIA o realssg luns perakan can pemanfuatanmm calam hal periznan nonberussha delah
Dafar koordinat, peta, serta hok dan kewajban sobegeifmsna telampir menipakan bagan yang ezl ﬁ

tidak terpisahkon dor Korfrmas Kesasuaien Ruarg Lau 14, beemitra Congan pengeicla Kawasan Konservas d Laut dolam rangea program wem irssn den
ing Ingkungsn dalem hal lokssi Keghatan bereds dalam Kawasan Konservast ¢l Lout
15. maleporkan pendirian danlate perempatn Bangunan den Inkaes & Loul kepecs indsns!

£ ¥ b yang menyelenggankan wuson Femonntahan o tidang tdrograli don cosonograd; dan'ats
Diterbitkan o Jakorta o e n =TTy 15, manyadiskan prasares don sareea CENCAGIRGN DANCIMATN Can pencegaran kerusakan
pacatanggal 22 Oktober 2021 sumber dayn ban serta Ingkunganyn
SiA

MENTERFEELALTAN OAN PERIKANAN
PEPURTIOINGORE SIA

7 NG

R Nr. e
SAKTIWAHYU TRENGGONO SAXTI WRHYU TRENGIONO

LEMBAR KOORDINAT

| # LEMBAR PETA

PEMERIMTAH REPUBLIK INDORESIA

LANPIRAN i
EGIATAN
PR RUANG LauT KCORDINAT DAN PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN N ) -
: 'PEMANFAATAN AUANG LAUT = = HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUIUAN KESESUAIAN
T L Ly —— Ry S—————— ; E ] b3 KEGIATAN PEMANFASTAN RUANG LAVY \_ V.

1My Pashy e XCORONAT DAN LLAS PENERINTAN REPUSLK INDUNESIA
2w

3 e 4 o b 35 TR T U Wb cmcasea s e e e Lasd
[rri N HAMA TITI iR LNTANG KEGAATAR SFUANFARTAN FILANG LALT L

SELAT ALAS PR TN ’ ‘
o / TR 1IN w170 i€ peTae T e TN L SAri e Sadrear S
e Tk : 2 reesriviton e

KEWAJIBAN

5k K b Sk Ligmagn Ll
1

PERSETUJUAN

Dasar: s e———
Perka BKPM No 4 /2021 tentang v ' e
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan o s

ROSEEST corn Wl

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal

P

Laut Tertata —2) BerAKHLAK)

erorientosi Palayonon Akuntoel Competon
famonis Loyol Asapthl Colobiorotif
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CEK FAKTA KKPRL !!! 2% s~ 08

Pastikan informasi yang benar sebelum mengajukan permohonan KKPRL

U

|

\

Dokumen Permohonan KKPRL diserahkan
secara fisik pada Layanan KKPRL di KKP

Pada saat mengajukan Permohonan KKPRL P.ada sa.at mengajt.Jkan i
tidak dipungut biaya. Pungutan PNBP dikenakan

Permohonan KKPRL diajukan secara elektronik
melalui aplikasi OSS / E-SEA

dipungut biaya

apabila sudah dinyatakan layak/direkomendasikan disetujui

Tarif PNBP PKKPRL mahal Tarif PNBP PKKPRL sebesar Rp 1.868/m?

Permohonan KKPRL hanya dapat

dilakukan sekali saja KKPRL dapat dimohonkan lebih dari satu kali

Semua Permohonan KKPRL harus

dilakukan Verifikasi Lapangan Verifikasi Lapangan bersifat Opsional (bila diperlukan)

\

n\~

Laut Tertata .

>
'~ BerAKHLAK

i

- v Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
reriartael peren s At B pongut oo
tumTursie Lepet AtaptY sateder ol

2 A 4
Selalu pastikan informasi berasal dari kanal resmi KKP. Telp: Email:
Cek fakta, ajukan dengan benar, proses jadi lebih cepat! 0811-6610-104 perizinan.bprplpadang@gmail.com




Tertata =)
cRosistem Terjaga

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

20555 HRASNIA Y Sy 08

AWAS

PENIPUAN
PEMBAYARAN

NKPRL

Cek Dulu Sebelum Bayar!

A
o -

B T Pl s
plwapdpoNnat PO Laut dengalt
rir@lan SEbagal ber i beteW @i na

o Nl
« Nama Perusabaan -
o Jonws Investast PAVDN

+ Shala Usaha UMK

Perhatikan Ketentuan Berikut :

writsrandLembaga Monter

Tagihan PNBP hanya berasal dari SIMPONI Kementerian
Keuangan. Pastikan sumber tagihan muncul di sistem resmi
negara

« Tanggal Perme

Status tarkinv. Po

Kode Satker atas nama Direktorat Jenderal Penataan Ruang
Laut. Bukan instansi lain, apalagl perorangan

menunggu verfin

Informas: Pemiban

mohon untuA seg

Tagihan disampaikan melalui Akun 0SS Pemohon dan
Hotline Layanan KKPRL Tidak pernah dikirim lewat pihak
ketiga atau jalur pribadi

pembayaran PNB

Tiga Juta Lima &

ML COngan ke
Semua informasi dapat dikonfirmasi melalui Hotline Resmi
KKPRL {,0877-6225-0001

lidok ada penarikan PNBP sebelum permohonan dinyatakaon
layak dan benar, Jika diminta bayar di awal, patut dicurigal

PNBP dibayarkan sekaligus, tidak dicicil. Permintaan

pembayaran bertahap adalah indikasi penipuan,

>
BerAKHLAK

b ——

(©) ditienpet o ditjen prt

3 @ditienprikkp ([ ditjenpri_kip

— L A 4 ——

Laut Tertata —~2) BGI’AKHLAK)

Berorientos] Palayonon Akuntoel Competen
famonis Loyol Asaptil Colobiorotil

WASPADA SCAM DIGITAL!!

Yth.®

Bersama pesan ini, kami sampaikan bahwa permohonan PKKPR Laut dengan rincian
sebagai berikut telah diterima:

* Nomor Permohonan: I-202¢€

* NIB: ¢

* Nama Perusahaan:’

* Jenis Investasi: PMDN

» Skala Usaha: Non UMK

* Kementerian/Lembaga: Menteri Kelautan dan Perikanan

* KBLI: 68111 (Real Estat atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak)
- Jenis Perizinan: Persyaratan Dasar

* Jenis Usaha: PKKPR Laut

- Tanggal Permohonan: 22 Januari 2026

Status terkini: Permohonan sedang menunggu verifikasi persyaratan.

Informasi Pembayaran:

Sebagai kelengkapan administrasi, mohon uniuk segera melakukan pembayaran PNBP
sebesar Rp (Enam Juta Rupiah) sesuai dengan Permen KP No. 20 Tahun 2021
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Proses verifikasi akan dilanjutkan setelah konfirmasi pembayaran diterima. Mohon balas
dengan "LAKUKAN PEMBAYARAN" sebagai konfirmasi Anda.

Kami akan menginformasikan Kode Billing Pembayaran yang berlaku selama 30 menit
setelah membalas pesan konfirmasi pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui
berbagai kanal (ATM/Internet Banking/Mobile Banking/e-Wallet).

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

Sumber : WAG Dit. PRKPDL 6 Februari 2026

17:45 W - A8 S G2
< +62 823-4392-3622 R * ¢

AKUNRESMI 1 ohonan:

I-202602051636294381064

- NIB: 9120101692642

« Nama Perusahaan: MENJANGAN MAS
NUSANTARA

« Jenis Investasi: PMDN

+ Skala Usaha: Non UMK

- Kementerian/Lembaga: Menteri Kelautan dan
Perikanan

« KBLI: 36002 (Industri Perlengkapan Rumah
Tangga dari Kayu)

- Jenis Perizinan: Persyaratan Dasar

- Jenis Usaha: PKKPR Laut

- Tanggal Permohonan: 5 Februari 2026

Status terkini: Permohonan sedang menunggu
verifikasi persyaratan.

Informasi Pembayaran:

Sebagai kelengkapan administrasi, mohon untuk
segera melakukan pembayaran PNBP sebesar
Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) sesuai dengan
Permen KP No. 20 Tahun 2021 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kelautan dan
Perikanan.

Proses verifikasi akan dilanjutkan setelah
konfirmasi pembayaran diterima. Mohon balas
dengan "LAKUKAN PEMBAYARAN" sebagai
konfirmasi Anda.

Kami akan menginformasikan Kode Billing
Pembayaran yang berlaku selama 30 menit
setelah membalas pesan konfirmasi pembayaran.
Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai
kanal (ATM/Internet Banking/Mobile Banking/
e-Wallet).

Terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.
17.06

LAKUKAN PEMBAYARAN 17.45 X/
o © @
o ® <

Sumber : WAG Dit. PRKPDL 6 Februari

(® Ketik pesan

POVERTY CRONTH
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PAMNLAN BT OO 1A

Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Lamun Ekosistem Mangrove

@& https://sidako.kkp.go.id/sidako/map @@ http://sigap.menlhk.go.id/sigap/peta-interaktif

Untuk Kesesuaian Tata Ruang Darat Ekosistem Terumbu Karang dan Lamun

@ https://gistaru.atrbpn.go.id @ https://allencoralatlas.org/atlas

Pasang surut
@ http://ina-sealevelmonitoring.big.go.id/ipasut/data/map

Penerbitan KKPRL
&) https://bit.ly/eSEAMap

Peramalan Arus, Gelombang, Angin
interaktif dan static

@@ https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs-static
dan https://peta-maritim.bmkg.go.id/ofs

Aktivitas Perikanan Tangkap

Aktivitas Pelayaran
@ https://www.marinetraffic.com/

N/ Batimetri
R S @? https://ihdc.pushidrosal.id/e-navigasi/

Catatan: Manfaatkan data resmi dari sumber terpercaya untuk mendukung perencanaan yang tepat, berkelanjutan,
._Q dan sesuai ketentuan yang berlaku.

-l P . N
EKOSISTEM Terjaga e ymon st ompesen
~ MO THONE Loyl AGNERT SoMICarott

Laut Tertata ~)  BorAKHLAK
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N LAYANAN PERIZINAN .
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
(KKPRL)

Melayani Konsultasi Tatap Muka

-l

U D

;’..
R/ | |

 Kantor BPRL Padang

JI. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh,
Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah,
Kota Padang, Sumatera Barat

T

* Gerai Pelayanan KKPRL Aceh

Lorong Cempaka Putih IV, No. 18,
Desa Geuceu Iniem, Kecamatan Banda Raya,
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

@ perizinan.bprlpadang@gmail.com

Q Hotline KKPRL 0811-6610-104
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BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG : *’@r’(_"?‘:; 2
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT Wi ~ o
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN i

Laut Tertata ) - AT T
Ekosistem Terjaga ~ = o« St

«

» . NG -> 7 ~ & . I
MENGELOLA N P e SRTE el S
erorientasi Pelayanon /\kuntobel Kompeten A > oy NS o B B Pl A ‘Qg s '.",
larmonis Loyal Adaptif Kolaboratif : " e - o r tbi e
S = ’ _ N o - \%‘ ' ‘.. .




KEMENTERIAN

s Kesesuaian Kegiatan Pem@hfaatan Ruang Laut 2% s

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

i, TAHAPAN PERIZINAN

" BERUSAHA

o MEMULA| USAHA

Pelaku usaha wajib memenuhi 3 persyaratan dasar
sebelum izin usaha diterbitkan:

KKPRL
(KKPRL : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang / Ruang Laut)

=
Persetujuan Lingkungan (PL)
(AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai risiko)

PBG & SLF
gﬁa (Persetujuan Bangunan Gedung dan
Sl L Sertifikat Laik Fungsi)

€ MENJALANKAN USAHA
Setelah memenuhi persyaratan dasar,
pelaku usaha mengurus:

Perizinan Berusaha (PB) : Diterbitkan melalui
sistem OSS sesuai tingkat risiko

e Perizinan Pendukung (PB UMKU) : Untuk

kegiatan tertentu yang memerlukan izin tambahan
Contoh: izin pelabuhan, budidaya laut,
penggunaan pulau kecil

7 >
Laut Tertata ~2) | BerAKHLAK

Il 00:22:26 / 02:35:09 0

(») Media Player
4 CEMENTERIAN
. KELAUTAN DAN
PERIKANAN

RDPD1 DA A %
VK SN.MpF-M N/
P, , s e

fd W 4

BALAI PENATAAN RUANG LAUT PADANG

BPRL Padang Willy

@ ALUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PERSYARATAN DASAR \ PERIZINAN BERUSAHA
KESESUAIAN KEGIATAN PERSETUJUAN s PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN RUANG > LINGKUNGAN > @ BERBASIS RISIKO
22 KEWENANGAN n. KEWENANGAN 3. KEWENANGAN
@ Menteri KP : Di Ruang Laut ®  MenteriLH: 6 WUDSEKTOR:
@h Menteri ATR : Di Ruang Darat @& D Laut dan Darat & * Migas
@« * Minerba
OUTPUT*: sdey * Perikanan
: OUIRUE:; & * Perhubungan
o Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Xe « Pariwisata, dll.
Pemanfaatan Ruang Laut E_% Persetujuan Lingkungan
(Persetujuan) (UKL-UPL/AMDAL) OUTPUT (RESIKO):
@ Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan @ Rendah - NIB
Pemanfaatan Ruang Laut Menengah rendah — NIB & Standar
(Konfirmasi) @ Menengah tinggi — NIB & Standar

@® Tinggi - NIB & Izin

PP 21/2021 PP 22/2021 PP 28/2021dll

* Output diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

TUJUAN MANFAAT
‘fv Mewujudkan perizinan b ha yang & Kepastian hukum bagi pelaku usaha
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ™ Perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut

dalanpemantaptah ruang & Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi biru
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